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PROPINSI HALMAHERA BARAT
KABU PATEN HALMAHERA BARAT

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2422

TENTANG
TATA CARA PERGESERAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MEHA ESA

BUPATI HALMAHEM BARAT,

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan 164 Peraturan

Pemerintah Nomor tZ Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah jutffi Pasal 2 dan BAB VI hunrf D Lanpimn

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2AZA

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

maka perlu diatur regulasi tentang Tata Cara Pergeseran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana maksud huruf
a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata

Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD).

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Tahun L945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kol u si, da n N e potisme L(an iarra,o Tkqd',a ?dna,, Mqq %n*rab 3 85il ;

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang

Pembentukan Provinsi Halmahera Barat, Kabupaten Buru dan

Kabupaten Maluku Tenggara Barat Uedra,ra,r ?lrqa'ta ?ata,, Mgq

?ta*o', 174, ?arrdolrar, .4e.&4rn,77t4atw?h*44 3899 t

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,

Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan

Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

?a.u €a.,a ?en4etaau,4.W
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara L4ershaa,, Tleqdt a ?ds* 2fr3 ??awz 47) t

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara Uer,,&dra,. ??rr/aea ?dt4,0 2W ?/nea,'

5, ?adranara .(er,r&dran ?/r?d/ta V/ie,ts, 4359 ;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara U,@,da'u,,

??i?a,ra R€fderL 2M ?/irrih 66, ?ar,&dnara .4,errldrarr ?rqaa Tln$a,, 435il ;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ?le+4,ra ?dta& 2014

?ta"ri4 28e, Tarrri&t,4er,rlo,n* ?/z?ar,a %"r4,, 56fr j ;

B. Undang-Undang Nomor 30 Tahun z}ffi tentang Administrasi

Pgmgrintahan Uerrr&aia', 71244'n ?at.a 2014 klo1as, e62, ?ar"hfa,,

.(e.t&armn Tle?at a ??ieo,, 56oil ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah t.4*/,a,,a,,

??zqdrra ?dnr@ 2M Tlar&oe 25, ?drr&nar, .4,€rrrldrtarr?zqa47/r4o,, 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah L4€r,rfiau,, 77i4a/,a ?ata,, fr10 kto,'t#, 123,

?ddanaro r'er&dtur, 77i4aie ?liroy 516il t

11. Peraturan Pemerintah Nomor LZ Tahun zAfi tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

D a g ra h LC en lat a,, 
"leq*rra 

?&.o 2Ol 7 kla,**z 79 t

12. Peraturan Pemerintah Nomor LZ Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ?k4daa?dna,,il197h.42,);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah Uen&a'u,, ??zqa,,a ?an & 2ol? 7t",,6,'

I I t4, ?a*rlraian .{ etil&arurt ?/ir/a/ta Tlooraa 5 I 65 ) t

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang#asa Pemerintah L4,e*/a,ta,' 1?r4a,& Tdtina 20e?

?lo,ata+ 631;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Barra

?/c#ae Pi,/te& *d*teoan ?d//rrn fr|tr ?/e,#, ?5n t

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah @eir@ 
"/ira,,a

Ps&l$& ldara.ao ?fu frl??lawz 1447) t

?6ra (Ar?a?eryaewra$ftD
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Menetapkan

1̂

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 202A tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah eoira 

"laqaia

"efr&ri 
1 &ar;a ?dn la 20fu ?la,ae? 17fl l,

18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2
Tahun 2OZL tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6
Tahun ?.OZL tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera
Barat Tahun ZAZL - 2426;

MEMUTUSKAN:

: PEMTURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.AN]A DAERAH
(APBD).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah lGbupaten Halmahera BaraU

7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat;

4. Seketaris Derah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Halmahera

Barat

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD,

adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku

pengguna anggaran dan barang milikdaerah;

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penataumhaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, da n pengawasan keuangan daerah;

Tata OamPaeaazaa/FO
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7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah

Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan

menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah;

B. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah

yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan beftindak sebagai

Bendahara UmumDaerah;

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD

adalah Tim yang beftugas menyiapkan serta melaksanakan

kebijakan dalam rangka penyusunan APBD yang anggota terdiri

dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai

kebutuhan teknis lainnya.

10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan

penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsi SKPD yang dipimpinnya;

11. Satuan Kefla Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah

daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;

12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat

RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang

berisi rencana pendapatan, belanja program dan kegiatan SKPD

serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;

13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat

DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja,

dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan

anggaran oleh pengguna anggaran;

14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang

selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat

perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan

sebagai dasar perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

Tara fiaia ?arAa,oowa fiiftD
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BAB II
PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 2

(1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini

dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris daerah.

(2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama.

Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

(3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang

sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

{4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek

dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

(5) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan

APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat

dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Kepala

Daerah penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan

APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan

dalam Peraturan Kepala Daerah perubahan penjabaran APBD.

(6) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan

APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung

dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(7) Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan

DPA-SKPD.

(8) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang

menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum

perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan

diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu

tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan

prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.

(9) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (B) terdiri

dari kondisi mendesak dan kondisidarurat.

(10) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud ayat (9) meliputi:

#ld,a C4't4, /st4e44td4 lrf/6u
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kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam

tahun anggaran berjalan;

Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja

daerah yang bersifat Wajib;

b.1. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan

belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan

harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan

jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan

dalam tahun anggaran berkenaan:

b.1.1. belanja pegawai antara lain untuk

pembayaran kekurangan gaji, tunjangan;

dan

b.1.2. belanja barang dan jasa antara lain untuk

pembayaran telepon, air, listrik dan internet

b.2. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan

belanja untuk terjaminnya kelangsungan

pemenuhan pendanaan pelayanan dasar

masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan,

melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga,

kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga

pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban

lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Daerah

Pemerintah Daerah

sebelumnya, serta

undangan; dan/atau

yang berada diluar kendali

dan tidak dapat diprediksikan

amanat peraturan perundang-

Pengeluaran Daerah Iainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah

Daerah danlatau masyarakat.

?ata 0a'raPeryazu*$frD
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(11) Kondisi Darurat sebagaimana dimaksud ayat (9), meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial

dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan peftolongan;

dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu

kegiatan pelayanan publik.

(12) Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan

APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam

Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan

setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi

Anggaran.

(13) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun

perubahan DPA-SKPD.

(14) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD

mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD;

(15) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran

kas.

BAB III
PROSEDUR PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

(1) Organisasi Perangkat Daerah OPD mengusulkan pergeseran

anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan

kegiatanlsub kegiatan;

B atas usulan tersebut;

a. TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah

APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran

merubah Peraturan Daerah tentang APBD.

b. Sekretaris Daerah/PPKD/Pengguna Anggaran

memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran

tidak merubah Peraturan Daerah APBD.

A
Tata flana?oraao,a fr?@



(3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan

perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran

anggaran. Perubahan DPA SKPD tersebut disetujui oleh

Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

BAB IV
HAL KHUSUS LAINNYA

Pasal 4

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada

pihak ketiga terkait dengan:

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran

sebelumnya;

b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barangljasa

menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun

Anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

dan / atau

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap (inkrach$, harus dianggarkan kembali pada

akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran berjalan sesuai

dengan kode rekening berkenaan.

B) Tata cara penganggaran dimaksud dengan melakukan

perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD

Tahun Anggaran berjalan dan diberitahukan kepada Pimpinan

DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah

tentang perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD,

atau setelah perubahan APBD.

? aa. eara ?dr7a4zur4 *VgD

x



9

BAB V
KETE]TTUAH PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 21 2422,-

HERA BARAT,.\

Diundangkan di : J a i I o lo
Pada tanggal : 2l Maret 2022,-

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretariat paerah Kabupaten Halmahera Barat

Pembi (IVa)
Nip. 1 28 200504 1 009

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2A22 ruomor .?.6

JAMES UANG

Pembina Utama Mad / IVd
NrP. 19660420 1992 03 1009

Tata €atta ?aryeaozart $ftD

a


